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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana akibat hukum adanya
diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan bagaimana penyelenggaraan administrasi
pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Akibat hukum adanya diskresi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, apabila
penggunaan diskresi dikategorikan melampaui
wewenang atau bertindak melampaui batas
waktu berlakunya wewenang yang diberikan
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
atau melampaui batas wilayah berlakunya
wewenang yang diberikan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan dan tidak
sesuai dengan  ketentuan prosedur
penggunaan diskresi, maka akibat hukum dari
penggunaan Diskresi menjadi tidak sah. Apabila
penggunaan diskresi dikategorikan
mencampuradukkan wewenang dan tidak
sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan
dan bertentangan dengan AUPB, termasuk
penggunaan  diskresi  sebagai  tindakan
sewenang-wenang oleh pejabat yang tidak
berwenang. Akibat hukum dari penggunaan
diskresi dapat dibatalkan dan menjadi tidak
sah. 2. Penyelenggaraan administrasi
pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan dilakukan dengan keputusan
dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh badan dan/atau pejabat
pemerintahan yang berwenang bersifat
mengikat dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Keputusan dan/atau tindakan
yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan
dan/atau pejabat  pemerintahan  yang
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berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau
dicabutnya Keputusan atau dihentikannya
tindakan oleh badan dan/atau pejabat
pemerintahan yang berwenang.

Kata  kunci:  Akibat Hukum, Diskresi,
Penyelenggaraan Administrasi, Pemerintahan

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan
tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas
tersebut merupakan tugas yang sangat luas.
Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi
Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan
yang dapat mengarahkan penyelenggaraan
Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan
harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen
friendly), guna memberikan landasan dan
pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dalam menjalankan tugas
penyelenggaraan pemerintahan.’

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan
tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang
yang disebut Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan
memberikan pelindungan kepada Warga
Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan
tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh
suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27
ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan
Pasal 28 | ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga
Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan
subjek yang aktif terlibat dalam
penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam rangka memberikan  jaminan
pelindungan kepada setiap Warga Masyarakat,
maka Undang-Undang ini memungkinkan
Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan
banding terhadap Keputusan dan/atau
Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau Atasan Pejabat vyang
bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat
mengajukan gugatan terhadap Keputusan
dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha

> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan.
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Negara, karena Undang-Undang ini merupakan
hukum materiil dari sistem Peradilan Tata
Usaha Negara.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
mengaktualisasikan secara khusus norma
konstitusi hubungan antara negara dan Warga
Masyarakat. Pengaturan Administrasi
Pemerintahan dalam UndangUndang ini
merupakan instrumen penting dari negara
hukum yang demokratis, dimana Keputusan
dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau penyelenggara negara
lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar
eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang
menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang
memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan.
Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari
sebuah negara hukum. Penyelenggaraan
kekuasaan negara harus berpihak kepada
warganya dan bukan sebaliknya. Undang-
Undang ini  diperlukan dalam rangka
memberikan jaminan kepada Warga
Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi
subjek dalam sebuah negara hukum yang
merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan
rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam
sebuah negara tidak dengan sendirinya baik
secara keseluruhan maupun sebagian dapat
terwujud.®

Diantara asas-asas umum pemerintahan
yang baik yang paling mendasar adalah
larangan penyalahgunaan wewenang dan
larangan bertindak sewenang-wenang.
Sementara  disisi lain, peraturan juga
memberikan wewenang kepada pemerintah
untuk bertindak dan membuat suatu aturan
hukum yang menyimpang dari asas legalitas.
Inilah yang kemudian disebut dengan istilah
diskresi (Bahasa Jerman: Freies Ermessen).’

Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut
maka pemerintah berkewajiaban
memperhatikan dan memaksimalkan upaya
keamanan sosial dalam arti seluas-luasnya. Hal
tersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif
berperan mencampuri bidang kehidupan sosial-
ekonomi masyarakat (public service) yang

6 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan.

7Janpatar Simamora. Efektivitas Penggunaan Diskresi
Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. Visi
(3020) 18 (1) 88-97. ISSN 0853-0203.him. 89-90.
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mengakibatkan administrasi negara tidak boleh
menolak untuk mengambil keputusan ataupun
bertindak dengan dalih ketiadaan peraturan
perundang-undangan (rechtsvacuum). Oleh
karena itu untuk adanya keleluasaan bergerak,
diberikan kepada administrasi negara
(pemerintah) suatu kebebasan bertindak yang
seringkali disebut diskresi atau Fries Ermessen.®

Adanya akibat hukum adanya diskresi dalam

dalam penyelenggaraan pemerintahan
merupakan bagian dari upaya hukum untuk
menjamin pengaturan administrasi

pemerintahan dalam terhadap keputusan
dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat
pemerintahan terhadap warga masyarakat agar
tidak dilakukan dengan semena-mena. Warga
Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek
kekuasaan negara dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan diatur dalam norma hukum
yang mengikat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum adanya
diskresi dalam penyelenggaraan
pemerintahan ?

2. Bagaimanakah penyelenggaraan
administrasi  pemerintahan  menurut
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan ?

C. Metode Penelitian

Untuk menyusun penulisan ini metode
penelitian hukum yang digunakan ialah metode
penelitian hukum normatif dan ditunjang oleh
data-data sekunder yang diperoleh dari studi
kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan-
bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
administrasi pemerintahan. Bahan hukum
sekunder berupa literatur-literatur dan karya-
karya ilmiah hukum dan bahan hukum tersier
dan juga seperti kamus-kamus umum dan
kamus-kamus hukum.

PEMBAHASAN
A. Akibat Hukum Adanya Diskresi Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
Diskresi apabila diterapkan dalam
memberikan pelayanan publik, maka dapat

8 Ibid, him. 95.

81



Lex Administratum, Vol. VIlI/No. 3/Jul-Sep /2020

melakukan berbagai penyesuaian sehingga
aturan yang ada tetap bisa menjawab tuntutan,
aspirasi, dan dinamika masyarakat. Tetapi,
diskresi ini harus memenuhi syarat-syarat
yakni, diskresi yang dilakukan tetap pada
koridor visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai
oleh pemerintah, diskresi dilakukan untuk
kepentingan umum, diskresi dilakukan dalam
batas wilayah kewenangannya, dan tidak
melanggar asas-asas umum pemerintah yang
baik.’

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur
mengenai Akibat Hukum Diskresi. Pasal 30 ayat:
(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan
melampaui Wewenang apabila:

a. bertindak melampaui batas waktu
berlakunya Wewenang yang diberikan
oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. bertindak melampaui batas wilayah
berlakunya Wewenang yang diberikan
oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau c. tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27,
dan Pasal 28.

(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tidak sah.

Pasal 31 ayat:

(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan

mencampuradukkan wewenang apabila:

a. menggunakan Diskresi tidak sesuai
dengan  tujuan Wewenang yang
diberikan;

b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26,
Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau c.
bertentangan dengan AUPB.

(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibatalkan.

Pasal 32 ayat:

(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai
tindakan sewenang-wenang apabila
dikeluarkan oleh pejabat vyang tidak
berwenang.

(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tidak sah.

® Ibid.

Oleh sebab itulah, maka batasan terhadap
diksresi menjadi sangat urgen dan mendesak.
Batasan toleransi dari diskresi ini dapat
disimpulkan dari pemahaman yang diberikan
oleh Sjahran Basah sebelumnya, yaitu adanya
kebebasan atau keleluasaan administrasi
negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri;
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang
mendesak yang belum ada aturannya untuk itu;
tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada
masyarakat, harus dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga
secara moral. Jika kita berbicara mengenai
pertanggungjawaban, maka diskresi akan
terkait dengan permasalahan subyek yang
memiliki kewenangan membuat diskresi, maka
subyek yang berwenang untuk membuat suatu
diskresi adalah administrasi negara dalam
pengertian sempit, yaitu eksekutif.

Argumen yang dikedepankan sesuai dengan
pandangan Muchsan adalah bahwa
eksekutiflah yang lebih banyak bersentuhan
dengan masalah pelayanan publik oleh karena
itu diskresi hanya ada di lingkungan
pemerintahan  (eksekutif). Bentuk-bentuk
sederhana dari keputusan administrasi di luar
peraturan perundang-undangan yang dapat
dilihat dalam contoh kehidupan sehari-hari
adalah memo yang dikeluarkan oleh pejabat,
pengumuman, surat keputusan (SK), surat
penetapan, dan lain-lain. *°

Menurut Muchsan, pelaksanaan diskresi
oleh aparat pemerintah (eksekutif) dibatasi
oleh 4 (empat) hal, yaitu:

1. Apabila terjadi kekosongan hukum;

2. Adanya kebebasan interprestasi;

3. Adanya delegasi perundang-undangan;

4. Demi pemenuhan kepentingan umum.

Menurut, Bintan R. Saragih diskresi tidak
perlu diatur atau dibatasi karena sudah ada
pertanggungjawabannya sendiri baik secara
moral maupun hukum. Ditambahkan lagi oleh
Bintan R. Saragih, bahwa pengaturan mengenai
diskresi pejabat hanya lazim digunakan pada
sistem parlementer, sementara sistem
presidensial lebih menggunakan kebiasaan.™

Penggunaan diskresi dari pejabat publik
yang mana pun, tentunya harus dilandasi oleh
semangat dan tekad untuk senantiasa
mempertanggungjawabkan kebijakan sikap dan

10 Janpatar Simamora. Op.Cit..hIm. 97.
" Ibid.. 97.
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tindakannya. Siapa pun yang menggunakan
diskresi secara keliru, berarti tidak melandasi
diskresi dengan pertanggungjawaban pribadi,
korps, serta profesinya. Selain pertanggung
jawaban, kaidah hukum, nilai-nilai standar di
tengah masyarakat, hak asasi manusia dan lain-
lain, penggunaan diskresi pun harus diberi
landasan pendahuluan kepentingan publik.*

Dulu sering terjadi silang pendapat apakah
diskresi yang dugunakan pejabat pemerintahan
sudah memenuhi syarat atau belum ? Dan
sekarang, suatu diskresi yang digunakan
Pejabat Pemerintahan tentu tidak akan
dihadapkan pada silang pendapat pasca
diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014. Ini
terutama karena dikskresi yang digunakan
seorang pejabat TUN dalam melaksanakan tigas
dan wewenang jabatan yang diembanya tidak
jarang  mengantarkan  seorang  pejabat
pertanggung jawaban hukum, dan bahkan
sampai pada tuntutan pidana. Masalahnya
antara lain karena diskresi pemahaman
terhadap diskresi sebelumnya lebih bertumpu
pada doktrin atau pendapat ahli hukum yang
kadang berlainan.

Setelah diundangkannya UU No 30 Tahun
2014, maka para pejabat TUN atau pejabat
pemerintahan tentu boleh lega karena apa
yang dimaksud dengan diskresi dan kriterianya
sudah ditentukan dalam hukum positif. Artinya,
dengan sudah dirumuskannya secara yuridis
apa dan bagaimana sebuah diskresi, maka
sebuah diskresi yang digunakan pejabat
pemerintahan ada ukuran yang jelas dan pasti,
dan sekaligus meminimalisasi perbedaan
pandangan mengenai sah atau tidaknnya suatu
diskresi yang digunakan.™

Arti penting dari perlunya pengkajian dan
pendalaman sebelum menggunakan diskresi
adalah tidak terlepas dari beberapa hal penting
terkait dengan penggunaan diskresi
sebagaimana diatur dalam Pasal 26 s.d 29 UU
No.38 Tahun 2014. Di sisi lain, perlunya
diperhatikan persyaratan dan pemenuhan
substansi  dari  suatu  keadaan  untuk
menggunakan diskresi terutama mengingat
akibat  hukum  dari  diskresi apabila
penggunaannya tidak memenuhi ketentuan

2 Ibid. him. 100.

13 https://www.boyyendratamin.com/2016/12/syarat-
diskresi-dan-penggunaannya.html.Diakses 8/12 /2019
6:54 Wita.
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hukum. Sekalipun diskresi adalah hak yang
diberikan kepada pejabat pemerintahan, tetapi
tidak boleh digunakan sembarangan tanpa
melakukan dengan penuh keyakinan
persyaratan dari setiap keadaan yang
membolehkan penggunaan diskresi (catatan
hukum.**

Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas
legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan
bahwa setiap tindak atau perbuatan
administrasi  negara  harus  berdasarkan
ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak
mungkin bagi undang-undang untuk mengatur
segala macam hal dalam praktek kehidupan
sehari-hari. Oleh sebab itu diperlukan adanya
kebebasan atau diskresi pada pejabat publik
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
kewajiban yang dibebankan kepadanya Freies
ermessen sendiri berasal dari bahasa Jerman.
Secara eteimologi berasal dari dua kata freies
dan ermessen. Pengertian Freies Ermessen
berasal dari kata frei dan freie yang berarti
bebas, merdeka, tidak terikat, lepas dan orang
bebas. Ermessen yang berarti
mempertimbangkan, menilai, menduga,
penilaian, pertimbangan dan keputusan.
Sedang secara etimologis, Freies Ermessen
artinya orang yang bebas mempertimbangkan,
bebas menilai, bebas menduga, dan bebas
mengambil keputusan (Pouvoir Discretionare:
Perancis, Discretionary Power: /nggris).15

B. Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Menurut Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan
Penyelenggaraan negara pun dilaksanakan

oleh orang perorangan yang mewakili dan

menjadi kepercayaan dari seluruh anggota
negara yang merupakan warga negaranya,
namun sedikit berbeda dari badan hukum
lainnya, keanggotaan dalam suatu negara
tidaklah bersifat sukarela. Negara merupakan
suatu organisasi yang unik yang memiliki
otoritas yang bersifat memaksa di atas subyek
hukum pribadi yang menjadi warga negaranya,
walau demikian pengurusan pengelolaan atau
penyelenggaraan jalannya negara juga tidak

% 1bid.

15

http://www.negarahukum.com/hukum/author/damang-
averous. Freies Ermessen.Diakses 8/12/ 2019 7:12 Wita.
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luput dari mekanisme pertanggungjawaban

oleh para pengurus, pengelola atau

penyelenggara negara.™

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai suatu
organisasi yang teratur, negara harus memiliki
harta kekayaan. Harta kekayaan negara ini
datang dari penerimaan negara vyang
dipergunakan untuk membiayai segala proses
pengurusan, pengelolaan dan penyelenggaraan
negara tersebut. Di Indonesia, hal-hal yang
berhubungan dengan proses penerimaan dan
pengeluaran dan negara diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945, yaitu rumusan ketentuan

Pasal 23 dan Amandemennya."’
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur

mengenai Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan. Pasal 33 ayat:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan vyang
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
berwenang bersifat mengikat dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Keputusan dan/atau Tindakan vyang
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan vyang
berwenang tetap berlaku hingga berakhir
atau dicabutnya Keputusan atau
dihentikannya Tindakan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
berwenang.

(3) Pencabutan Keputusan atau penghentian
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib dilakukan oleh:

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang mengeluarkan Keputusan
dan/atau Tindakan; atau

b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat
yang mengeluarkan Keputusan
dan/atau Tindakan apabila pada tahap
penyelesaian Upaya Administratif.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur

mengenai Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan. Pasal 34 ayat:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang berwenang menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
terdiri atas:

'8 Ibid, him. 2.
7 Ibid, him. 2-3.

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dalam wilayah hukum tempat
penyelenggaran pemerintahan terjadi;
atau

b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dalam wilayah hukum tempat seorang

individu atau  sebuah  organisasi
berbadan hukum melakukan
aktivitasnya.

(2) Apabila Pejabat Pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan menjalankan tugasnya, maka
Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat
menunjuk Pejabat Pemerintahan yang
memenuhi persyaratan untuk bertindak
sebagai pelaksana harian atau pelaksana
tugas.

(3) Pelaksana harian atau pelaksana tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas serta menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan rutin yang menjadi Wewenang
jabatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelenggaraan  pemerintahan  yang
melibatkan Kewenangan lintas Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan
dilaksanakan melalui kerja sama antar-
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan atau wewenang pejabat
publik dalam membuat suatu keputusan
dan/atau tindakan merupakan dasar berpijak
atau sebagai kekuasan yang diberikan
berdasarkan hukum (legal  authority).

Kewenangan mengandung makna kemampuan

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

berdasarkan suatu atau beberapa ketentuan
hukum. Dengan kata lain, perbuatan

(melakukan atau tidak melakukan) bukan untuk

dirinya sendiri melainkan ditujukan dan untuk

orang lain seperti wewenang memerintah dan
mengatur.  Arti  penting dari adanya

Kewenangan adalah adanya persyaratan yang

akan diberikan kepada pejabat publik untuk

diberikan Kewenangan, karena segala bentuk
tindakan  hukumnya  menyangkut pihak
masyarakat luas (publik).*®

18 Bagir Manan, Perkembangan UUD 1945, FH Ull Press,
Yogyakarta, 2004, him. 59-60.
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Di Belanda istilah “kewenangan” dikenal
dengan “bevoegheid”, dan istilah ini di
Indonesia  sering  diterjemahkan dengan
“kewenangan” atau “wewenang”. ' Padahal
kalau ditelusuri lebih lanjut terdapat perbedaan
yang mendasar antara “kewenangan” dan
“wewenang”, karena arti “kewenangan”
kaitannya dengan hukum administrasi negara
sepemahaman penulis adalah awal mula
otoritas pejabat publik itu muncul berdasarkan
peraturan Perundang-undangan untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan
“wewenang” merupakan bagian dari
“kewenangan” tersebut. Meskipun terdapat
ketidak samaan arti antara keduanya, dalam
tulisan ini penulis tetap menjadikan keduanya
satu kesatuan yang tidak terpisahkan.?

Istilah kewenangan sering disebut dengan
authority, gezag atau vyuridiksi. Kewenangan
adalah kekuasaan vyang diformalkan baik
terhadap segolongan orang tertentu, maupun
kekuasaan terhadap sesuatu bidang
pemerintahan tertentu secara bulat yang
berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari
kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda
dengan dengan wewenang yang dikenal juga
dengan istilah competence atau bevoegdheid.™

Wewenang hanya mengenai sesuatu
hal tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi
kewenangan merupakan kumpulan dari
wewenang-wewenang (rechtsbevoegdhehen).
Wewenang ini merupakan kemampuan untuk
melakukan suatu tindakan hukum publik, atau
secara yuridis, wewenang adalah kemampuan
bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang
yang berlaku untuk melakukan hubungan-
hubungan hukum.?*Hak yaitu: “kewenangan;
kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena
telah ditentukan oleh undang-undang atau
peraturan lain; kekuasaan yang benar untuk

¥, Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia,
Penerbit PT. Ichtiar Baru. Van Hoeve, Jakarta, 1996, him.
78.

20Agus Budi Susilo, Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan
Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan
Tata Pemerintahan Yang Baik (The Meaning and Criteria of
Discretion of Public Policy and/or Act of Public Officials in
Good Governance Implementation). Jurnal. Hukum dan
Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 133-152. him.
139.

! Marbun SF.Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara.
Liberty. Yogyakarta. 1997. him. 154.

% Ibid. him. 154.
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memuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar
atas sesuatu.”

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 79
ayat:

(1) Pembinaan dan pengembangan

Administrasi Pemerintahan dilakukan oleh

Menteri dengan mengikutsertakan menteri

yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
(2) Pembinaan dan pengembangan

Administrasi Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. melakukan supervisi pelaksanaan
UndangUndang Administrasi
Pemerintahan;

b. mengawasi pelaksanaan Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan

c. mengembangkan konsep Administrasi
Pemerintahan;

d. memajukan tata pemerintahan yang

baik;

e. meningkatkan

pemerintahan;

f. melindungi hak individu atau Warga

Masyarakat dari penyimpangan
administrasi ataupun
penyalahgunaan Wewenang oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan

g. mencegah penyalahgunaan Wewenang

dalam proses pengambilan Keputusan
dan/atau Tindakan.

Penyalahgunaan hak (misbruik van recht,
abus de droit) terjadi apabila seseorang
mempergunakan haknya secara tidak sesuai
dengan tujuannya atau dengan kata lain,
bertentangan dengan tujuan
kemasyarakatannya. Hukum bermaksud untuk
melindungi kepentingan-kepentingan
masyarakat, maka penggunaan hukum tanpa
suatu kepentingan yang wajar, dipandang
sebagai penggunaan hukum yang melampaui
batas atau menyalahgunakan hukum atau
hak.**

Pengakuan kepada suatu negara sebagai
negara hukum (government by law) sangat
penting, karena kekuasaan negara dan politik
bukanlah tidak terbatas (tidak absolute). Perlu

akuntabilitas  kinerja

23Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. 6. PT. Rineka cipta,
Jakarta, 2009.him. 154.

 said Sampara, dkk, Buku Ajar Pengantar lImu Hukum,
cetakan Il, Total Media, Yogyakarta, 2011. hal. 143-144.
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pembatasan-pembatasan terhadap
kewenangan dan kekuasaan negara dan politik
tersebut, untuk menghindari timbulnya
kesewenang-wenangan dari pihak penguasa.
Dalam negara hukum tersebut, pembatasan
terhadap kekuasaan negara dan politk haruslah
dilakukan dengan jelas yang tidak dapat
dilanggar oleh siapapun, karena itu dalam
negara hukum, hukum memainkan peranannya
yang sangat penting dan berada di atas
kekuasaan negara dan politik, karena itu pula,
kemudian muncul istilah “pemerintah di bawah
hukum” (government under the law).”

Sesuai dengan kewajiban sebagai pegawai
negeri, seseorang yang telah terikat kepada
peraturan  kepegawaian  dituntut  untuk
melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Sifat
keterikatan itu akan membawa suatu
konsekuensi diri sebagai wakil pemerintah
untuk mewujudkan hal yang telah menjadi
tujuan negara. Setiap perbuatannya akan
merupakan perbuatan pemerintah. Oleh karena
itu, kalau suatu tindakan yang dilakukan oleh
seseorang pegawai pejabat negara dan
merugikan seorang individu dalam arti
perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas
hukum (menyalahgunakan kekuasaan) yang
dirugikan akan dapat menuntut pemerintah.
Tuntutan dapat dilakukan melalui peradilan
administrasi negara. Peradilan administrasi
negara dalam hal ini merupakan peraturan yang
menyangkut para pejabat adminstrasi negara
karena perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige overheidsdaad).”®

Peradilan tata usaha negara diciptakan
menyelesaikan sengketa yang timbul akibat
adanya tindakan pemerintah yang dianggap
melanggar hak-hak warga negaranya. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa Peradilan Tata
Usaha Negara diadakan dalam rangka memberi
perlindungan terhadap hak perseorangan dan
hak masyarakat, khususnya dalam hubungan
antara badan atau pejabat tata usaha negara
dengan masyarakat.”’

% Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, Cetakan
Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 1.

%6 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi
Revisi, Edisi 2. Cet. 4. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2009. him. 104-105.

?yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia,
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.hIm. 57.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini
telah dinyatakan dengan tegas dalam
penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik
Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat)”,
tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(machstaat). Cita-cita filsafat yang telah
dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam
konsep “Indonesia adalah negara hukum?”,
mengandung arti, bahwa dalam hubungan
antara  hukum dan kekuasaan, bahwa
kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci
kestabilan politik dalam masyarakat.?®

Dalam penyelenggaraan kepemerintahan
yang baik (good governance) menghendaki
adanya akuntabilitas, transparansi,
keterbukaan dan rule of law, sementara
pemerintahan yang bersih menuntut
terbebasnya praktek yang menyimpang (mal-
administration) dari “etika administrasi negara”
sedangkan pemerintah yang berwibawa
menuntut adanya ketundukkan, ketaatan dan
kepatuhan  (complence) rakyat terhadap
undang-undang, pemerintah dan kebijakan
pemerintah, sedangkan pemerintahan vyang
berwibawa berkaitan dengan “ketaatan,
kepatuhan dan ketundukkan masyarakat
kepada pemerintah, peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah.  Ketaatan, kepatuhan dan
ketundukan masyarakat, sering muncul atau
ditemukan karena pemerintah menggunakan
“otoritas kekuasaan” yang mereka miliki.*’

Akibat hukum adanya diskresi dalam dalam
penyelenggaraan pemerintahan telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini
dimaksukan untuk memberikan kepastian
hukum agar penggunaan kekuasaan negara
terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa
persyaratan. warga masyarakat tidak dapat
diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai
objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap
warga masyarakat harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
asas-asas umum pemerintahan yang baik.

PENUTUP
A. Kesimpulan

28 . . .
Soesilo  Yuwono. Penyelesaian Perkara Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Alumni, Bandung. 1982, him.3.
» Hj. Sedarmayanti,Op.Cit, hal. 17.
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1. Akibat hukum adanya diskresi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, apabila
penggunaan diskresi dikategorikan
melampaui wewenang atau bertindak
melampaui batas waktu berlakunya
wewenang yang diberikan oleh
ketentuan peraturan perundang-
undangan atau melampaui batas wilayah
berlakunya wewenang yang diberikan
oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dan tidak sesuai dengan
ketentuan prosedur penggunaan
diskresi, maka akibat hukum dari
penggunaan Diskresi menjadi tidak sah.
Apabila penggunaan diskresi
dikategorikan mencampuradukkan
wewenang dan tidak sesuai dengan
tujuan wewenang yang diberikan dan
bertentangan dengan AUPB, termasuk
penggunaan diskresi sebagai tindakan
sewenang-wenang oleh pejabat yang
tidak berwenang. Akibat hukum dari
penggunaan diskresi dapat dibatalkan
dan menjadi tidak sah.

2. Penyelenggaraan administrasi
pemerintahan menurut Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan dilakukan
dengan keputusan dan/atau tindakan
yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh
badan dan/atau pejabat pemerintahan
yang berwenang bersifat mengikat dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Keputusan dan/atau tindakan vyang
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh
badan dan/atau pejabat pemerintahan
yang berwenang tetap berlaku hingga
berakhir atau dicabutnya Keputusan atau
dihentikannya tindakan oleh badan
dan/atau pejabat pemerintahan yang
berwenang.

B. Saran

1. Diskresi dalam dalam penyelenggaraan
pemerintahan wajib dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku oleh pejabat yang
berwenang dalam  penyelenggaraan
administrasi pemerintahan. agar tidak
menimbulkan  akibat  hukum  dari
penggunaan diskresi dibatalkan dan
menjadi tidak sah.
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2. Dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan apabila ada pencabutan
keputusan atau penghentian tindakan
maka pencabutan keputusan atau
penghentian tindakan wajib dilakukan
oleh badan dan/atau pejabat
pemerintahan yang mengeluarkan
keputusan dan/atau tindakan; atau
atasan badan dan/atau atasan pejabat
yang mengeluarkan keputusan dan/atau
tindakan pada tahap penyelesaian upaya
administratif.
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